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PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR  18  TAHUN 2014 

TENTANG 
PEDOMAN PENYELESAIAN  KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa sebagai acuan dalam rangka menyelesaikan 
kerugian negara yang disebabkan perbuatan 
melanggar hukum yang dilakukan pegawai di 
lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
perlu menyusun pedoman; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman 
Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan 
Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654); 

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah; 

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden 
Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan 
Organisasi Kementerian Negara; 

7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 
24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan 
Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, 
Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 

8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 
mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Keputusan Presiden Nomor 8/P/2014; 

9. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara 
Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap 
Bendahara; 
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10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 
Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas 
Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Kementerian Pendidikan Nasional; 

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
105 Tahun 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan di 
Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan :  PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN 

KEBUDAYAAN TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN 
KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

2. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 
3. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian. 

4. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan Sekretariat Jenderal 
Kementerian. 

5. Biro Umum adalah Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian. 

6. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi 
lini di lingkungan Kementerian yang melaksanakan satu atau 
beberapa kegiatan dari suatu program dan diberikan kewenangan 
sebagai kuasa pengguna anggaran. 

7. Kepala Satker adalah pemimpin Satker di lingkungan Kementerian. 
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS di 

lingkungan Kementerian. 

9. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat 
dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun 
berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan 
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 

10. Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat 
pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan 
kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan dan pertanggungjawaban. 
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11. Tanggung jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah dan 
lembaga negara lainnya untuk melaksanakan pengelolaan keuangan 
negara secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, 
efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa 
keadilan dan kepatutan. 

12. Pejabat Perbendaharaan adalah PNS Satker yang diangkat oleh 
Menteri untuk mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara 
Satker di lingkungan Kementerian. 

13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat 
pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian. 

14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah 
pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan 
sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran 
pada Kementerian. 

15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah 
pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil 
keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan 
pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara. 

16. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya 
disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA 
untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan 
menerbitkan perintah pembayaran. 

17. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk 
dan atas nama negara, menerima, menyimpan, dan 
membayar/menyerahkan, uang atau surat berharga  atau barang-
barang negara. 

18. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, 
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara 
dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara pada 
Satker Kementerian Negara/Lembaga. 

19. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP 
adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran 
untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna 
kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu. 

20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang 
bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran. 
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21. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah 
hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, 
kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan 
tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, 
objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, yang 
dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan. 

22. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang 
yang nyata dan pasti jumlahnya  sebagai akibat perbuatan melawan 
hukum baik sengaja maupun lalai. 

23. Ganti Kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai 
dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara oleh seseorang 
atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik 
sengaja maupun lalai. 

24. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua 
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan 
dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

25. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah 
suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan 
untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh 
negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu 
perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut 
atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. 

26. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu 
proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara 
dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian 
yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak 
langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan 
oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas 
kewajibannya. 

27. Tim Penilai Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah 
tim yang diangkat oleh Kementerian/Unit Utama/Kepala Satker yang 
bertugas untuk mengadakan pemeriksaan sehubungan dengan 
terjadinya kerugian negara. 

28. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat 
berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang 
yang lebih tinggi atau yang setara baik dalam negeri maupun luar 
negeri bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari 
sebagai PNS. 

29. Tunjangan tugas belajar adalah tunjangan yang diberikan kepada 
tenaga pengajar biasa yang mengikuti pendidikan untuk mencapai 
gelar Magister (S2) dan/atau Doktor (S3) yang ditetapkan dengan 
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